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LEMBAR DAERAH
KABUPATEN NIAS

SERI : CNOMOR : 43 TAHUN 2002
M

Q PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG
i»PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber pendapatan asli daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab ;
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c. bahwa dengan adanya penataan organisasi
perangkat daerah berdasarkan Undang-undang j|;

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah J|;
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nias

19 Tahun 1998 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu
diadakan pembahan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi satuan-satuan keija Perangkat Daerah
Kabupaten Nias ;

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana *
dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka *
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Nias tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Nomor 19 Tahun 1998 tentang «
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ; '*

Nomor 7 Drt Tahun 1956 ) jB

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor3848) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
tentang
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Periyelenggaraan
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan LembaranNegara Nomor 4139);

11 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
tentang
Perundany-undangan dan Bentuk Rancangan
l. ndang-Undang, Rancangan

Nomor
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1. Undang-undang
tentang Pembentukan Daerah Otonom 3K
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah|x
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Wfr

Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran -J||
Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang|8|;

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran aBr
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan|B|;
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 jB|
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Mengingat

2000
Kewenangan Pemerintah dan

2001
atas

Pemerintahan Daerah

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara $

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran «

Negara Nomor 4048) ;

1999
PeraturanTeknik Penyusunan

Peraturan
2 mm. 3



Dengan persetujuan
;Mp,

'

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 19
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Rancangan KeputusanPemerintah dan
Presiden ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ,

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43

Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Lain-lain ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8

Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah yang memuat ketentuan Pidana

(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993
Nomor 4) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 19
1998 tentang Retribusi Pelayanan

P Menetapkan

I
I Pasal I
SR Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 19 Tahun 1998IB; tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah|Br Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 1999 Seri B Nomor

ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut :
10), khususnya

melakukan
Pasal 1a|!R Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan|K a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;

IH b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias
c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
|d. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana

“ Nias ;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman
Wilayah Kabupaten Nias ;

f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;H' g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKPS Bendaharawan Khusus Penerima
iS, Prasarana Wilayah Kabupaten Nias ;
Kli. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasaS penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus
'S. diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi danK atau badan ;Hi

Tahun
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Nomor II Tahun 1999 Seri B
Nomor 10) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4

Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001
Nomor 11) ;

Wilayah Kabupaten

dan PrasaranaI,
adalah

pada Dinas Permukiman dan

i
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; ifs§pS|«Hi£
pengumpulan sampah dan lingkungan Kelurahan/Kecamatan , » mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainiJI Tempat Pembuangan Akhir, selanjutnya dtsmgkat TPA adalah tempat « menguj, kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tninan. ssrarr--- zSrstL.— ft £,«*•— *— J «, ssri—*»«--•--f-a f ‘ ;svctcsrssr -trcr-S'sr'.sr-ti.Ibiologis/kotoran manusia ;

, K 6tn USI yang te,jadl serta menemukan tersangkanya.Ti„ja adalah limbah yang berasal dari buangan btologts atau kototan §
p. Pet'S'

adalah Pcgawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk Jmelakukan pemungutan retribusi , . , QkrRn oHalah »£• êraturan ^aera^ rnulai berlakuq Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah «

^setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuteak ins dengan penempatannya dalani Lembaran Daerah Kabupaten

mencari,
untuk

di bidang

Pasal n
pada tanggal diundangkan.adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi

yang terhutang ;
Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan -My
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain Wf
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat J»:
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah ...W;
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan JE
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah f
retribusi yang masih harus dibayar ;
Surat Ketetetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yangjMI
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; Jflp
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat

6 iSI

I •3r. ranNias.

s. Dkahkan di Gunungsitolipada tanggal 26 J

BUPATI NIAS,
“ 1 i 2002

I
t.

D t o

BINAHATI B. BAEHA
u.

SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan|
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

,Cu»jU^VCr'£) i PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 19TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN / KEBERSIHANFAUDUZISOCHI TELAUMBANUA UMUM
|Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan

sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa
S penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus
'Mi ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutannKm - ^etr^us‘ Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Ifflii Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000m tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
;|R|Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan
pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebutJH§ dapat memberikan beban yang adil.

J9||. Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangWat Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran

I
'aH® Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli DaerahHyiidan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran

IPendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lainIberupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu
pimber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
IDaerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat .fbengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu
pengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

a

LEMBARAN DAER.AH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 43 1
B
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Selanjutnya berdasarkan Undang-undanu Nomor 34 Tahun 2000 tentang M
Peaibahan alas Undang-undang Nomor IS Tahun 1997 tentang Pajak *?'•

Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi m
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan JBf
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah B
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Bahwa Instansi yang menangani peiayanan persampahan/kebersihan selama B
ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Nias. Akan tetapi,
dengan adanya penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Nias, sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang BE
SUSUNAN Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias, maka S
tugas dan fimgsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah diintegrasikan
dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah B
Kabupaten Nias. Dengan demikian, yang menangani penyelenggaraan JB|
peiayanan persampahan dan kebersihan adalah Dinas Permukiman dan ,

'|K"

Prasarana Wilayah Kabupaten Nias

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Pasal 1
Cukup jelas

|jPasal II
Cukup jelas

I1
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 78 ;|
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